
BUPATI TAKALAR 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI TAKALAR 

NOMOR 68 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN A S PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 39 TAHUN 

2016 TENTAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGS SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAII 

KABUPATEN TAKALAR 

D GAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAKALAR, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, maka Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

Mengingat 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Takalar 

tentang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Togas dan fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor I 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ 

Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1543); 

9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 20t6 Nomor 07, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 07). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan ERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

ERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 39 TAHUN 2016 

ENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI 

ERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

AKALAR. 

Pasal I 

Beberapa ketentu dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 39 Tahun 2016 

tentang Keduduk , Susunan Orgarrisasi, Tu.gas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daer Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar 

Tahun 2016 Norn r 39), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pas 3 ayat (1) huruf c Angka 2 diubah dan ditambahkan 1 

(satu) huruf i huruf e, serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 

berbunyi seba ai berikut: 

Pasal 3 

(1) Susunan rganisasi Sekretariat Daerah terdiri atas : 

a. Sekret is Daerah; 

b. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

1. an Tata Pemerintahan; 

a) ub Bagian Pemerintahan Umum dan Togas Pembantuan; 

b) ub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonorni Daerah; 

c) ub Bagian Kerja Sama Daerah dan Kemasyarakatan; 



2. Hukum; 

b Bagian Peraturan Perundang-undangan; 

ub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

c) ub Bagian Dokumentasi Hukum; 

3. Bagi Kesejabteraan Rakyat; 

a) ub Bagian Kepemudaan, Olabraga, Pendidikan, 

ebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

ak; 

b) ub Bagian Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Tenaga 

erja dan Transmigrasi 

c) ub Bagian Keagamaan; 

c. Asiste Perekonomian dan Pembangunan; 

1. Perekonomian; 

a) ub Bagian Produksi; 

b) ub Bagian Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan 

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

rang/Jasa; 

ian Administrasi Pembangunan; 

ub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program; 

ub Bagian Monitoring dan Evaluasi; 

ub Bagian lnfrastruktur. 

Administrasi Umum; 

c) 

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 

Sub Bagian Tata Laksana; 

Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian. 

2. Ba ian Umum; 

a) Sub Bagian Rumab Tangga; 

b) Sub Bagian Keuangan; 

c) Sub Bagian Tata Usaba. 

c) ub Bagian Pengembangan Ekonorni, Penanaman Modal 

an Badan Usaba Milik Daerab; 

2. Ba ian Pengadaan Barang/Jasa; 

a) ub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b) u b Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

lektronik; 

3. 

a) 

b) 

c) 

d. 

1. 

a) 

b) 

c) 



3. Ba ian Hubungan Masyarakat dan Protokol; 

a) ub Bagian Hubungan Masyarakat dan Publikasi; 

b) ub Bagian Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi; 

c) ub Bagian Protokol. 

e. Kelom ok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan sus nan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpis dari Peraturan Bupati ini, 

2. Ketentuan Pas 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa 

(1) Bagian Pen adaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

yang mem unyai tugas pokok merumuskan kebijakan, penyusunan 

pedoman d petunjuk telmis, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan 

pengemban an bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, 

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan 

advokasi pe gadaan barang/ jasa. 

pengadaan bidang administrasi pembinaan aan 

aan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan 

d. 

c. 

(2) Kepala Ba · an dalam melaksanakan tu gas pokok sebagaimana 

dimaksud ada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. perumu an kebijakan bidang pengadaan barang/jasa; 

b. pelaks aan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program 

kegiat serta petunjuk teknis pelaksanaan bidang pengadaan 

iasa 

barang · asa; dan 

e. pelaksa an tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai 

dengan idangtugasnya 

(3) Togas poko dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat 

(2) dirinci s bagai berikut : 

a. menyus n rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 



b. mendis ibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingg berjalan lancar; 

c. meman u, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkun an Bagian Pengadaan Barang/jasa untuk mengetahui 

perkem angan pelaksanaan tugas; 

d. menyus n rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

g. 

kegiata 

pengad 

h. 

bi dang 

Pen gad 

menand tangani naskah dinas; 

e. mengik ti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. merum skan kebijakan penyelenggaraan bidang pengelolaan 

barang/ jasa, pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; 

koordinasi, pembinaan dan penyusunan program 

serta petunjuk teknis pelaksanaan bidang pengelolaan 

an barang/ jasa, pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

· serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; 

akan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan 

engelolaan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan Layanan 

an Secara Elektronik serta pernbinaan dan advokasi 

pengad an barang/jasa; 

1. melak akan pembinaan administrasi penyelenggaraan bidang 

pengelol an pengadaan barang/jasa, pengelolaan Layanan 

Pengad an Secara Elektronik serta pembinaan dan advokasi 

pengad an barang/jasa; 

j. menyia kan bahan perumuskan kebijaksanaan teknis di bidang 

pengelo I an pengadaan barang/jasa, pengelolaan Lay an an 

Pen gad an Secara Elektronik serta pembinaan dan advokasi 

pen gad an barang/jasa; 

k. melaks akan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerin atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas 

akan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

dan 

n. 

dan fun si; 

l. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

perundang-undangan; 

n laporan hasil pelaksanaan tugas dan membetikan saran 

gan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

sesuai engan bidang tugasnya. 



3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 24 

Sub agian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa 

(I) Sub Bagian P ngelolaan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merumuskan 

kebijakan, pe yusunan pedoman dan petunjuk teknis, monitoring dan 

evaluasi, pem inaan dan pengembangan bidang pengelolaan pengadaan 

barang/jasa. 

dan/atau memaraf mengoreksi, rancangan, 

, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa untuk 

i perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. 

c. 

gani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menginve risasi paket pengadaan barang/ jasa; 

(2) Togas pokok bagaimana dimaksud pada ayat (I) dirinci sebagai berikut: 

a. menyusu rencana kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan 

Barang/ja a sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistri usikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan I 

g. 

h. 

i. 

j. melaku 

k. 

I. 

m. 

n. melaku 

o. 

p. 

riset dan analisis pasar barang/jasa; 

dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung 

informasi yang dibutuhkan; 

pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen 

lainnya dan infonmasi yang dibutuhkan; 

pemilihan penyediaan barang/jasa; 

katalog elektronik lokal/sektoral; 

pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektora!; 

perencanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; 

pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; 

mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasaa 

an koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

dan nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungs; 



Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

perundang-undangan; 

laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

gan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

q. menilai 

peratur 

r. 

pertimb 

dan 

s. tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai de gan bidang tugasnya. 

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 

Sub Bagian engelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(I)  Sub Bagian engelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin 

oleh seoran Kepala Sub Bagian yang mernpunyai tugas pokok 

merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas, 

monitoring an evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan 

pembinaan b dang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. 

f. 

e. 

(2) Togas pokok ebagaimana dimaksud pada ayat (!)  dirinci sebagai berikut: 

a. menyusu rencana kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Layanan 

Pengada Secara Elektronik sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

b. mendistri usikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga berjalan lancar; 

c. memanta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkung Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektroni untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusu rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

gani naskah dinas; 

rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan 

(termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara 

elektro · ) dan infrastruktumya; 

g. melakuk n pelayanan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara 

elektroni 

h. memfas · tasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan 

seluruh istern informasi pengadaan barang/jasa; 

i. mengide tifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi; 



pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh 

k. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah 

kepada m syarakat luas; 

1. mengelol informasi kontrak; 

J. melaku 

UKPBJ; 

m. mengelol informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; 

n. an koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

dan nonpemerintah, dalam rangaka pelaksanaan tugas 

o. menilai erja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peratur perundang-undangan; 

p. laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

gan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

q. an tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai de gan bidang tugasnya. 

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 26 

Sub Bagla Pemblnaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa 

(1) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 

dipimpin o eh seorang Kepala Sub Bagian yang rnempunyai tugas 

pokok me muskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas, 

monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan 

pembinaan bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa. 

rencana kegiatan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi 

an Barang/Jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

k sebagaimana dimaksud pada ayat (!)  dirinci sebagai 

ibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

sehingga berjalan 1ancar; 

c. meman au, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkun an Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang Jasa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

(2) Togas pok 

berikut: 

a. menyu 

Pengad 

tugas; 

b. 

bawah 



dan/atau memaraf mengoreksi, rancangan, d. 

gani naskah dinas; 

e. mengiku i rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa 

, terutama para pengelola Pengadaan Barang/jasa dan 

analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan 

g. mengelol manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; 

h. membin hubungan dengan para pemangku kepentingan; 

i. Pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit 

j. 

Barang/ asa; 

k. mengelol personil Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa; 

1. mengem angkan sistem insentif personil Unit Kerja Pengadaan 

Barang/ asa; 

m. melakuk fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan 

secara el ktronik; 

n. mengelol dan mengukur kinerja pengadaan barang/jasa 

0. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi 

proses p ngadaan barang/jasa pemerintah provinsi, kabupaten dan 

desa; 

dan non pernerintah, dalam rangka pelaksanakan tugas 

p. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi 

sistem informasi pengadaan barang/ jasa 

, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-mcnev, SIKaP; 

q. melayani penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; 

r. koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

akan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai d ngan bidang tugasnya. 

dan 

u. 

s. menilai Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

perundang-undangan; 

t. la po ran hasil pelaksanaan tugas dan mem berikan saran 

gan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 



6. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan I (satu) Pasal yakni Pasal 43A, 
sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 43A 

Kelompok Jabatan Fungslonal 

Kelompok Jab tan Fungsional pada Sekretariat Daerah disesuaikan 
dengan kebut an dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-un gan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati i · mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan enempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar. 

Ditetapkan 
di Takalar 
pada tanggal 31 0<2-&;.wi be.u- .20 lei' 

Diundangkan di T 
pada tanggal 

BERITA DAERAH 

<>, 

f I 
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H KABUPATEN TAKALAR, 

UPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR 68 



z 
"' ::; - e- 

ii: � !;; 
:, .. 

::: g, m 

s .; "' x � 
"' < 
0 

.. " ���! gf��i !.; ••  <j O  < a  � 0 < � :.:  a��a a "' -o! 
�i�c� ;ig:,� i��c�  §� � • •  

§  �  2:  ijJi�� :::,  .,  z  !.:  �f 

"' - 
a ...,o..-  g 

"' "' "' • <  :,  

�"' • o  z  ·� z< 
� s z ... z, !:  :c  <  •• H-- 'a 

-� �;:; "' " 
,, 

�i� i� � � Q•  �· .,. ., ·� � �  a;  �  •" 
,  .. 

-� 
, . 

< z • •• 

s 
0 
< 

• •• � < "'iz � z <  <� ""z s � a < S  i3  :c in <  5 <  �  Q  a s 3:  

a !2 a!il��� a!i E � �-- � < o  mw "'< 
� s 

... 
•• iila <., ;jl i ?a "'  

0  '""  
I  I  

zil �� �� � � �  . 
�t 

' i 
i3;!:i:�� c ci:  3 

�! z r- ��! .. �-�-8 �g ! < •• �. z -�, ;:, z ii !l: • a •  
:,  in f �  

·� 
•, 

0 z 

"' s 

� �  •  z  

111111 
"' ill� ;;�;i, --- -- .� ��a-:i !;; :;! W z  

� <  ·®�� 1-r :a !!! §! o i  � o  ...  c  i!i�i!i ·! � iili�� 
"' " z ' ' "' 

< <  
;;  
0  z  
0  �  

•  •  •  �  z >  i� pi;, ·1 r·· :Si a, '•! '!; "' oa �a l;.iih � 
�! �� &�:i.:5 

t�12::l 

• 
• 

' 

• 
. 

. r .  .  "-"'! < 
!e z"- -:i:il.! z £ c < ""  

�I :!i��:il�zl < ·<oz� 

"' � <" < O :;! !;: a: i'.) :.:  <  ... .  >  l"gc�«i 
Ii' z o • •  ;§.;;�3�i'.5 ;< � ss s 

::i:-a .. 
c ��t!!fili §Sl�::�  �� � • 
" 

• ><  "'If�;! � :,: ID"' 

s 
z " c 

� " ' 
• 

"' 
� 

"' " "' ... x 
a < z z O z  � z � <ii !,  •• z � � �  s  .:l  �  i'.5  s  � :.:  

"' ..  +  5< �"' � � o •  ii�� ��··· � .I �  < >  m  !il :.: z  •, 
" "' • •  • •  z  ii)  ��i ig  �  = 

<  z  
., 

•g � 
z 
< 

L x z • • � < � i§ z  •- < 
% � :2 � < 

z ., z < Z �  z  z  <  _s a: � � x  ••• 
o!  s s � �-·� ��i�� i3  ;ii: 

"' 
0 < --  m i:i: � a!i  ;j  <  i <  

• " 
� t-- �  iil"':1.:i. � � � � �  Q  :i!  Oil  ti  ., 

·-· 
iil � ;§ �  c,  • •• • • 

" � e, , 


